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	ABSTRAK
	Tesis dengan Judul: “Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Akibat Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Rbg.)” ditulis oleh Rofi’atun, SH. Dibimbing oleh Dr. H. Akhmad Khisni, SH,MH. Selaku pembimbing I d...
	Penelitian ini membahas tentang hak-hak keperdataan anak luar kawin akibat isbat nikah poligami, Permasalahan yang diambil penulis dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap  anak luar kawin terkait hak-hak keperdataannya khususnya m...
	Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang b...
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Rbg. dalam perkara isbat nikah poligami, hak-hak keperdatan anak luar kawin (poligami) sirri sama dengan hak-hak anak yang lahir dari dan/atau akibat perkawinan poligami yan...
	Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017 yang diundangkan dalam ...
	Mengapa konvensi hak-hak anak dibutuhkan dan mengapa pula perlu diatur secara khusus dalam undang-undang, alasannya adalah :
	1. Pada sebagian besar bangsa-bangsa, tidak ada struktur hukum atau struktur sosial yang secara spesifik ditujukan  mengenai hak-hak anak;
	2. Perkembangan yang sehat bagi anak-anak sangat penting untuk masyarakat di masa depan;
	3. Anak-anak lebih mudah mendapatkan kritik/kecaman daripada orang dewasa dalam kondisi-kondisi dimana mereka tinggal;
	4. Anak-anak lebih mudah dipengaruhi daripada kelompok usia lainnya oleh tindakan – tindakan dan kelambanan pemerintah.
	5. Anak-anak tidak mempunyai pilihan / suara atau pengaruh politik dan kemampuan ekonomi yang kecil, lebih sering lagi suara mereka tidak didengar;
	6. Anak-anak mudah sekali diekploitasi dan dilecehkan;
	7. Pada banyak masyarakat pendapat-pendapat mengakui bahwa anak-anak adalah milik orang tua/orang dewasa, dan mereka belum siap untuk berkontribusi di masyarakat.
	Adapun hak-hak anak yang tercakup dalam konvensi anak cakupannya meliputi :
	1. Hak atas kelangsungan hidup yang mencakup hak hidup dan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
	2. Hak tumbuh kembang yang mencakup semua jenis pendidikan (formal dan non formal) dan hak menikmati standar kehidupan yang layak bagi tumbuh dan berkembangnya fisik, mental spriritual, moral dan sosial.
	3. Hak atas perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan bagi anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi.
	4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat  yang meliputi hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu sendiri.
	Sejalan dengan hal-hal tersebut Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and child/CEDAW) me...
	Peliknya persoalan perempuan dan anak pada tataran realitas kehidupan dewasa ini (terlebih bagi anak-anak yang lahir diluar perkawinan) ternyata tidak hanya sebatas mencakup persoalan-persoalan hak-hak anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam konve...
	Dalam kontek putusan atas perkara nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Rbg yang akan di teliti penulis dalam penyusunan tesis ini adalah berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak luar kawin dan perempuan terkait hak perwalian dan hak kewarisan anak luar kawin seba...
	Ketentuan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Asas dan ...

	BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dijelaskan Latar belakang  Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan Tesis.
	BAB II  KAJIAN PUSTAKA dalam Bab ini akan dibahas mengenai:
	A. Tinjauan Umum tentang Peradilan Agama Di Indonesia yang meliputi Kewenangan dan Asas-asas peradilan.
	B. Perkawinan poligami, Dasar-dasar Perkawinan Meliputi: Syarat-syarat perkawinan, Rukun-rukun perkawinan, Pencegahan perkawinan, Hikmah diaturnya perkawinan dalam perundang-undangan.Perkawinan yang sah (tercatat) dan perkawinan yang tidak sah (yang t...
	C. Pengertian Anak
	D. Pengertian anak sah dan anak zina.
	E. Hak-hak perdata anak.
	F. Teori Hukum.
	BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Dalam Bab ini akan menjelaskan Hasil dan pembahasan teori yang berkaitan dengan pernikahan poligami sirri meliputi :
	BAB IV  PENUTUP
	Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai akhir penulisan akan memberikan saran-saran.
	e.1. Pengertian perlindungan anak.
	Pengertian perlindungan anak dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hi...
	Sedangkan perlindungan hukum pengertiannya adalah mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku.
	Bedasarkan definisi tersebut menurut penulis, ada dua muatan penting yang dikandung, pertama adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, dan yang kedua adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai tindak kek...
	Kemudian bagaimana hukum positif  (pengertiannya ialah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau Pengadilan dalam ...

